
 

 S A L I N A N 

 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H  L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 83 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 205 TAHUN 2019 

TENTANG TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH. MANSYUR 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19) sebagai pandemi maka perlu dilakukan 

langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak 

penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

b. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 205 Tahun 

2019 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah KH. Mansyur Tahun Anggaran 2020 belum 

mengatur dasar penetapan tarif untuk pelayanan 

kesehatan berupa pemeriksaan Rapid Test; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 205 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada 

Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur Tahun 

Anggaran 2020; 
  

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 

51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 

27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5256);  

9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Nomor 5679); 
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10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5372); 

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/ 

II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah sakit; 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 

tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor  1392); 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 

tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor  

1475); 

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2018 

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor  6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Nomor 25); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 

2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan 

Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 34); 

20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 181 Tahun 2019 

tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 183); 

21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 182 Tahun 2019 

tentang Rencana Strategis Rumah Sakit umum Daerah 

KH. Mansyur (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2019 Nomor 184); 

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 183 Tahun 2019 

tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

Rumah Sakit Umum Daerah KH. Mansyur (Berita Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 185); 

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 205 TAHUN 2019 

TENTANG TARIF LAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH KH. MANSYUR TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal I 

 

Menambah tarif pelayanan kesehatan pada Peraturan Bupati Tanah Laut 

Nomor 205 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan pada Rumah Sakit Umum 

Daerah KH. Mansyur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Tahun 2019 Nomor 205) yaitu tarif pelayanan kesehatan Pemeriksaan 

Rapid Test dengan besaran tarif sebagai berikut : 

 

 

NO. TINDAKAN 

JASA 

PELAYANAN 

(Rp) 

JASA 

SARANA 

(Rp) 

TOTAL 

1. Pemeriksaan Rapid Test 180.000,00 270.000,00 450.000,00 
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Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 25 Juni 2020 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 25 Juni 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 83 


